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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 Pelayanan publik oleh pemerintah merupakan salah satu perwujudan dari 

fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara, 

akan tetapi salah satu masalah yang sering timbul dalam kaitannya antara 

pemerintah dengan masyarakat yaitu dalam bidang public service (pelayanan 

publik) itu sendiri, terutama dalam hal kualitas atau mutu pelayanan aparatur 

pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia jasa bagi 

masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya. 

 Dalam rangka memberikan kualitas pelayanan yang baik dari aparatur 

pemerintah, pemerintah membuat keputusan menteri pendayagunaan aparatur 

negara nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan 

pelayanan publik, namun kebijakan ini tidak akan bisa dicapai secara maksimal 

apabila aparatur pemerintah tidak bekerja secara optimal. oleh karena itu, 

kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam 

upaya meningkatkan kualitas pelayanan harus diimbangi dengan upaya 

optimalisasi kinerja aparatur pemerintah dan melakukannya secara konsisten juga 

meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelayanan sesuai 

dengan fungsinya. Fungsi pelayanan publik merupakan salah satu fungsi 

fundamental yang harus diemban pemerintah baik ditingkat pusat maupun 

didaerah. Mengingat fungsi utama pemerintah yaitu melayani masyarakat, maka 
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pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satunya 

pelayanan pembuatan kartu kuning (AK1). 

 Kartu pencari kerja atau lebih dikenal dengan kartu kuning merupakan 

kartu tanda bukti pendaftar pencari kerja yang digunakan oleh para pencari kerja 

sebagai keterangan bahwa mereka belum dan sedang mencari kerja dan juga 

dijadikan sebagai salah satu syarat untuk melamar pekerjaan disebuah perusahaan 

atau instansi baik dinegeri atau swasta, meskipun tidak semua perusahaan atau 

instansi mengajukan syarat untuk memiliki kartu pencari kerja. Pada dasarnya, 

setiap kartu pencari kerja yang dihasilkan akan digunakan untuk statistik jumlah 

pencari kerja pada tahun yang bersangkutan agar dapat dibandingkan dengan 

jumlah lapangan pekerjaan yang ada, sehingga dapat menjadi koreksi atau 

landasan untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja di indonesia. Dinas Tenaga 

Kerja (Disnaker) merupakan instansi yang bertanggung jawab untuk menangani 

masalah pelayanan pembuatan kartu kuning (AK1) di Indonesia.  

 Disnaker merupakan sebuah instansi pelayanan masyarakat dalam bidang 

ketenagakerjaan, harus selalu meningkatkan mutu pelayanan dari waktu ke waktu 

agar tetap dipercaya dan selalu menjadi pilihan utama bagi masyarakat dibidang 

ketenagakerjaan. Pembuatan kartu kuning ini yaitu dapat berfungsi untuk mendata 

jumlah para pencari kerja di Kota Bandung. 

 Berikut tabel data pencari kerja berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 

2013: 
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Tabel 1.1 

Data Pencari Kerja 

No Jenis Pendidikan Jumlah orang 

1. Sekolah dasar 45 

2. SLTP 182 

3. SLTA 5398 

4. Perguruan tinggi 11830 

 Jumlah 17455 

  Sumber : Disnaker Kota Bandung  

 

 Dengan adanya data ini, Disnaker dapat merencanakan solusi untuk 

mengurangi pengangguran di kota bandung dan langsung mengambil tindakan, 

sehingga tidak terjadi dampak negatif seperti tingginya angka pengangguran, 

rendahnya kualitas kesehatan, kemiskinan dan meningkatnya kejahatanpun dapat 

diminimalkan. 

 Prioritas utama yang perlu diperhatikan dalam menilai kualitas pelayanan 

pemerintah yaitu sejauh mana pelayanan itu dapat menciptakan tingkat kepuasan 

bukan keluhan dari masyarakat. Dalam arti, kualitas pelayanan harus sesuai 

dengan harapan yang diinginkan oleh setiap masyarakat. 

 Pada kenyataannya saat ini pelayanan publik oleh aparatur pemerintah 

masih banyak dijumpai kelemahan misalnya dalam proses pelayanan sering kali 

tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Padahal standar pelayanan 

minimal (SPM) dalam setiap instansi pemerintahan pasti ada, inilah permasalahan 

dari implementasi penyelenggaraan pemerintahan. dan masih banyak juga 

terdengar keluhan dari masyarakat yang menjadi dasar belum tercapainya kualitas 

pelayanan yang diharapkan masyarakat, salah satunya dalam pelayanan 

pembuatan kartu kuning (AK1) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, untuk 

itu peneliti melakukan observasi awal untuk melihat langsung proses pelayanan 
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kartu kuning pada dinas tersebut, kemudian peneliti menemukan beberapa 

masalah penting untuk mendukung penelitian ini yaitu:  

1. Rendahnya kualitas pelayanan publik. 

 Rendahnya kualitas pelayanan publik pada Disnaker merupakan salah satu 

masalah yang sering timbul dalam memberikan pelayanan pembuatan kartu 

kuning (AK1) kepada masyarakat. Karena selalu ditemukan penyimpangan dalam 

pelayanan publik tersebut. Sumber daya manusia yang lamban dalam memberikan 

pelayanan, mahal, dan tertutup. Juga kepatuhan pegawai pelayanan terhadap 

standar minimum pelayanan publik masih belum termanifestasikan dalam 

pelaksanaan tugas aparatur pemerintah. 

2. Birokrasi yang panjang dan adanya tumpang tindih tugas dan kewenangan. 

 Ini menyebabkan pelayanan pembuatan kartu kuning (AK1) menjadi 

panjang dan melalui proses yang berbelit-belit, sehingga timbul biaya pelayanan 

yang tinggi, terjadinya penyalahgunaan wewenang dan perlakuan diskriminatif 

yang dirasakan masyarakat. 

3. Sistem pelayanan publik yang belum diatur secara jelas dan tegas. 

 Kode perilaku petugas pelaksana pelayanan publik (code of conduct for 

public servants) belum di atur secara jelas dan tegas dalam sistem pelayanan 

pembuatan kartu kuning (AK1), seperti sikap pegawai dalam bekerja. 

4. Tidak adanya kepastian. 

 Dalam memberikan pelayanan publik, Disnaker tidak memberikan 

kepastian, baik dari waktu dan biaya yang dibutuhkan. Dengan ketidak ada 

pastian inilah maka aparat pemerintah sering melakukan KKN. 
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 Empat masalah di atas yang menjadi inti dari keluhan masyarakat pembuat 

kartu kuning (AK1) dalam proses pelayanan pada Disnaker.  

  Sumber : peneliti pada observasi awal tanggal 3 febuari 2014 

 Beranjak dari permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai “Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

masyarakat pembuat kartu kuning (AK1) pada Dinas Tenaga Kerja Kota 

Bandung”. 

1.2  Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah diatas, maka peneliti 

dapat mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang ada pada Dinas 

Tenaga Kerja Kota Bandung yaitu rendahnya kualitas pelayanan publik, birokrasi 

yang panjang dan adanya tumpang tindih tugas dan kewenangan, sistem 

pelayanan publik yang belum diatur secara jelas/tegas dan tidak adanya kepastian. 

 Peneliti menyadari bahwa permasalahan yang terdapat dalam pelayanan 

kartu kuning pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sangat kompleks, akan 

tetapi dalam penelitian ini peneliti tidak dapat melakukan eksplorasi terhadap 

semua masalah pada Disnaker Kota Bandung. Dalam hal ini peneliti 

memfokuskan penelitiannya hanya pada kualitas pelayanan pembuatan kartu 

kuning (AK1) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dengan melihat 

kesenjangan anatara persepsi dengan ekspektasi para pembuat kartu kuning. 
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1.3  Rumusan Masalah 

 Dalam mengadakan penelitian, perlu dirumuskan masalah secara jelas 

demi mendapatkan hasil penelitian yang baik. Berdasarkan latar belakang masalah 

yang diuraikan tersebut, maka penulis merumuskan masalah penelitian yang akan 

dilakukan sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh performance (kinerja) terhadap kepuasan 

masyarakat pembuat kartu kuning (AK1) pada Dinas Tenaga Kerja Kota 

Bandung? 

2. Seberapa besar pengaruh features (fitur) terhadap kepuasan masyarakat 

pembuat kartu kuning (AK1) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung? 

3. Seberapa besar pengaruh aesthetics (estetika) terhadap kepuasan 

masyarakat pembuat kartu kuning (AK1) pada Dinas Tenaga Kerja Kota 

Bandung? 

4. Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

masyarakat pembuat kartu kuning (AK1) pada Dinas Tenaga Kerja Kota 

Bandung? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

  Sesuai rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh performance (kinerja) terhadap kepuasan 

masyarakat pembuat kartu kuning (AK1) pada Dinas Tenaga Kerja Kota 

Bandung. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh features (fitur) terhadap kepuasan masyarakat 

pembuat kartu kuning (AK1) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. 

3. Untuk mengetahui pengaruh aestetika (estetika) terhadap kepuasan 

masyarakat pembuat kartu kuning (AK1) pada Dinas Tenaga Kerja Kota 

Bandung. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

masyarakat pembuat kartu kuning (AK1) pada Dinas Tenaga Kerja Kota 

Bandung. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

1.5.1 Kegunaan Teoritis 

A. Bagi Peneliti 

1. Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti 

perkuliahan di UIN SGD Bandung, dengan membuat laporan penelitian 

secara ilmiah dan sistematis. 

2. Hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengalaman, 

wawasan, pengetahuan dan memahami bagaimana pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja Kota 

Bandung. 

B. Bagi Disnaker Kota Bandung 

1. Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap kualitas 

pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung terhadap tingkat 

kepuasan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat luas. 
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2. Diharapkan dapat memberi saran kepada para aparatur yang melayani pada 

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung agar lebih baik dalam melayani 

masyarakat. 

C. Bagi Fisip UIN Bandung 

1. Diharapkan dapat menjadi bahan untuk teori pengembangan ilmu 

Administrasi Negara, khususnya mengenai pelayanan publik dan kepuasan 

masyarakat. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang 

berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika. 

1.5.2 Kegunaan Praktis 

1. Diharapkan dapat maningkatkan kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

masyarakat dalam pelayanan pembuatan kartu kuning (AK1) pada Dinas 

Tenaga Kerja Kota Bandung. 

2. Diharapkan dapat menjadi suatu bahan masukan yang positif bagi Dinas 

Tenaga Kerja Kota Bandung dalam hal perbaikan peningkatan kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan masyarakat. 

 

1.6 Kerangka Pemikiran 

 Untuk mempermudah pemecahan suatu masalah yang dihadapi, secara 

ilmiah memerlukan kerangka pemikiran sebagai bahan acuan dalam memecahkan 

masalah tersebut yaitu pendapat para ahli dibidangnya dan kebenarannya. 

 Lebih lanjutnya penulis mencoba menjelaskan mengenai istilah pelayanan 

menurut Lukman dalam Sinambela (2006:5) yaitu “suatu kegiatan atau urutan 
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kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain 

atau masih secara fisik dan menyediakan kepuasan masyarakat”. 

 Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan 

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, dalam hal ini adalah aparatur pemerintah 

untuk memberikan kepuasan bagi masyarakat. 

 Adapun dimensi-dimensi kualitas pelayanan yang menjadi dasar acuan 

dalam penelitian ini dan menjadi tolak ukur suatu kepuasan masyarakat yaitu 

menurut Garvin dalam (Hardiyansyah, 2011:38-39), yang terdiri dari beberapa 

dimensi seperti dibawah ini: 

1. Performance (kinerja) meliputi efisiensi pencapaian tujuan utama sebuah 

pelayanan. 

2. Features (fitur) meliputi atribut pelayanan yang melengkapi kinerja dasar 

sebuah pelayanan. 

3. Reliability (keandalan) meliputi tingkat kesalahan yang dilakukan pegawai 

pelayanan. 

4. Conformance (kesesuaian) meliputi pekerjaan pegawai pelayanan yang 

sesuai dengan kompetensinya. 

5. Durability (daya tahan) berkaitan dengan sejauhmana para pegawai 

pelayanan bisa menahan tekanan dari masyarakat berupa keluhan. 

6. Serviceability (servis) meliputi kecepatan, kenyamanan, mudah diperbaiki, 

penanganan keluhan yang memuaskan. 

7. Aesthetics (estetika) meliputi daya tarik pelayanan terhadap panca indra, 

misalnya tempat pelayanan dan sikap pegawai. 
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8. Perceived Quality (persepsi kualitas) meliputi mutu atau kualitas yang 

diterima dan dirasa masyarakat. 

 Dalam kedelapan dimensi kualitas pelayanan tersebut diatas terdapat tiga 

dimensi yang sesuai atau bersangkutan dengan permasalahan yang ada diatas, dan 

akan digunakan penulis dalam penelitian ini. Dimensi tersebut diantaranya: 

1. Performance (kinerja). 

2. Features (fitur). 

3. Aesthetics (estetika). 

 Agar dalam menilai suatu kualitas pelayanan dapat berjalan dengan baik, 

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara mengeluarkan pedoman umum 

penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayan instansi pemerintah nomor: 

KEP/25/M.PAN/2/2004 yaitu: 

1. Bahwa pelayanan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah perlu terus 

ditingkatkan, sehingga mencapai kualitas yang diharapkan. 

2. Bahwa untuk mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada 

masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap 

pelayanan, melalui penyusunan indeks kepuasan masyarakat. 

 Untuk mengukur kepuasan masyarakat peneliti mengembangkan 

pengukuran kepuasan masyarakat merujuk pada Kenedy dan Young (dalam 

Supranto 2006:27) dengan indikator sebagai berikut: 

1. Availability of service (keberadaan pelayanan). 

2. Responsiveness of service (ketanggapan pelayanan). 

3. Timeliness of service (ketepatan waktu pelayanan). 
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4. Profesionalism of service (profesionalisme pelayanan). 

5. Over all satisfaction with service (kepuasan keseluruhan dengan pelayanan). 

 Dalam kaitannya, kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat 

pembuat kartu pencari kerja penulis mencoba menjelaskan sedikit tentang kartu 

kuning (AK1), apa saja syarat yang harus dipersiapkan dan bagaimana prosedur 

pembuatannya. 

 Kartu kuning (ini sebutan zaman dulu karena kertasnya yang berwarna 

kuning) atau kartu AK1 (kartu 'antar kerja', istilah formalnya) adalah kartu resmi 

yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia pada Dinas Tenaga Kerja 

Kota atau Kabupaten. 

 Kartu kuning/kartu AK1 ini berfungsi sebagai salah satu berkas yang 

menjadi syarat bagi para pelamar yang hendak melamar pekerjaan, baik untuk 

keperluan melamar pekerjaan ke instansi pemerintahan (menjadi pegawai negeri 

sipil) maupun ke perusahaan non-pemerintah/perusahaan swasta. 

 Syarat yang harus disiapkan untuk membuat kartu kuning (AK1). Berikut 

ini adalah syarat kelengkapan berkas yang harus dipenuhi oleh calon pembuat 

kartu kuning untuk para pencari kerja (pencaker) yang tinggal di Kota Bandung: 

1. Fotokopi kartu tanda penduduk/kartu keluarga Kota Bandung (sebanyak 1 

lembar). 

2. Fotokopi ijasah pendidikan terakhir (sebanyak 1 lembar). 

3. Pas foto ukuran 3x4 (sebanyak 2 buah). 

4. Tidak diwakilkan. 
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 Adapun prosedur dalam pembuatan kartu kuning ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Daftar yaitu tahap awal dalam pembuatan kartu kuning (AK1) ini, kita 

harus daftar terlebih dahulu dimeja yang telah disediakan. 

2. Isi data yaitu dimana kita akan diminta mengisi data pribadi kita langsung 

dalam kartu kuning. 

3. Terima kartu kuning yaitu tahap ketiga. Data yang kita isi akan diperiksa 

kembali oleh petugas yang berwenang. Bila tidak ada data yang salah, foto 

yang kita bawa akan dipasang pada kartu kuning. Selanjutnya kartu kuning 

akan ditandatangani dan distempel oleh petugas yang berwenang. Kartu 

kuning tersebut kemudian diserahkan kepada kita. 

4. Legalisir kartu kuning tahap ahir pembuatan dimana kartu kuning yang 

sudah selesai dibuat segera kita fotokopi. Hasil fotokopi itu kita 

kembalikan kepada petugas yang berwenang untuk dilegalisir. Jumlah 

fotokopi yang dilegalisir ini sebaiknya memenuhi kebutuhan kita. Jumlah 

ini tentu terkait dengan jumlah yang perlu kita serahkan dalam proses 

melamar.  

 Demikian penjelasan tentang pembuatan kartu kuning (AK1) pada Dinas 

Tenaga Kerja Kota Bandung. 

 Berdasarkan penjelasan diatas mengenai istilah pelayanan dan dimeni-

dimensi kualitas pelayanan serta indeks kepuasan masyarakat juga tentang teori 

mengukur kepuasan masyarakat, jelas bahwa kualitas pelayanan mempengaruhi 

kepuasan masyarakat. Hubungan ini dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Pola Kerangka Pemikiran 

 Kualitas pelayanan selalu dikaitkan dengan kepuasan masyarakat, 

hubugannya dengan penciptaan kepuasan bagi masyarakat terdapat beberapa 

dimensi yang di kemukakan oleh Garvin (Hardiyansyah, 2011), dalam penelitian 

ini penulis menggunakan tiga dimensi diatas untuk mengukur kepuasan 

masyarakat pembuat kartu kuning yaitu performance (kinerja), features (fitur) dan 

aesthetics (estetika). 

 

 

 

Kualitas Pelayanan 

(Variabel X) 

Sub variabel X: 

1. Performance (kinerja) 

2. Features (fitur) 

3.Aesthetics (estetika) 

Teori menurut Garvin 

(Hardiyansyah, 2011: 

38-39) 

Kepuasan Masyarakat 

(Variabel Y) 

Sub Variabel Y: 

1. Availability of service 

(keberadaan pelayanan). 

2. Responsiveness of service 

(ketanggapan pelayanan). 

3. Timeliness of service 

(ketepatan waktu pelayanan). 

4. Profesionalism of service 

(profesionalisme pelayanan). 

5. Over all satisfaction with 

service (kepuasan keseluruhan 

dengan pelayanan). 

Teori menurut Kenedy dan Young 

(Supranto, 2006:27) 
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1.7 Hipotesis 

 Dalam penelitian perlu diberikan hipotesis, dimana hipotesis ini 

merupakan dugaan yang mungkin benar atau salah, hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Ho : ρ = 0, hipotesis nol : tidak terdapat pengaruh antara performance 

(kinerja) terhadap kepuasan masyarakat pembuat kartu kuning (AK1) pada 

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. 

Ha : ρ ≠ 0, hipotesis alternatif : terdapat pengaruh antara performance 

(kinerja) terhadap kepuasan masyarakat pembuat kartu kuning (AK1) pada 

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. 

2. Ho : ρ = 0, hipotesis nol : tidak terdapat pengaruh antara features (fitur) 

terhadap kepuasan masyarakat pembuat kartu kuning (AK1) pada Dinas 

Tenaga Kerja Kota Bandung. 

Ha : ρ ≠ 0, hipotesis alternatif : terdapat pengaruh antara features (fitur) 

terhadap kepuasan masyarakat pembuat kartu kuning (AK1) pada Dinas 

Tenaga Kerja Kota Bandung. 

3. Ho : ρ = 0, hipotesis nol : tidak terdapat pengaruh antara aesthetics 

(estetika) terhadap kepuasan masyarakat pembuat kartu kuning (AK1) 

pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. 

Ha : ρ ≠ 0, hipotesis alternatif : terdapat pengaruh antara aesthetics 

(estetika) terhadap kepuasan masyarakat pembuat kartu kuning (AK1) 

pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. 
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4. Ho : ρ = 0, hipotesis nol : tidak terdapat pengaruh antara kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan masyarakat pembuat kartu kuning (AK1) 

pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. 

Ha : ρ ≠ 0, hipotesis alternatif : terdapat pengaruh antara kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan masyarakat pembuat kartu kuning (AK1) 

pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. 

 

 


